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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kedudukan nilai-nilai modutu dalam pelaksanaan adat perkawinan 

Gorontalo jika ditinjau dari hukum Islam pertama, modutu terasa berat 

bagi masyarakat yang tidak mampu padahal dalam Islam sendiri Allah 

SWT menganjurkan harus berpedoman pada sifat kemudahan dan 

kesederhanaan. Kedua, benda-benda budayanya diwajibkan sedangkan 

tidak terdapat dalam syarat dan rukun perkawinan. Ketiga, nilai-nilai 

tonggu, kati dan maharu jika tidak ada didalam prosesi modutu maka adat 

modutu tidak bisa dilaksanakan padahal mahar dalam hukum Islam saja 

bisa di tangguhkan. Keempat, adat lebih tinggi dari pada ajaran agama 

contohnya saat azan dikumandangan prosesi adat modutu terus 

berlangsung sehingganya yang wajib sholat seperti pegawai syar’i tidak 

melaksanakan sholat. Kelima, masyarakat yang kurang paham akan 

pelaksanaan adat dan hukum Islam sehingganya adat sering disalahkan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai modutu dalam pelaksanaan 

adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa yaitu pertama, faktor 

pendidikan yang mempengaruhi wawasan berpikir masyarakat. Kedua, 

faktor ekonomi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam 

melaksanakan tahapan adat modutu. Ketiga, faktor sosial secara tidak 
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langsung akan membedakan status sosial seseorang dimata masyarakat 

dalam pelaksanaan nilai-nilai modutu.  

5.2 Saran-saran 

1. Kepada pemerintah dalam hal ini yang berkompetensi dalam konsentrasi 

hukum Islam dan organisasi kemasyarakatan agar mensosialisasikan 

kembali pelaksanaan tahapan Adat modutu selaras dengan peraturan 

didalam hukum Islam, peka terhadap persoalan-persoalan yang ada 

didalam masyarakat lebih khusus yang berkaitan dengan pelestarian adat. 

karena, mayoritas masyarakat Gorontalo beragama Islam yang disisi lain 

mereka juga hidup di dalam lingkungan adat perkawinan Gorontalo yang 

berlandaskan pada falsafa “adat bersendikan syara, syara bersendikan 

kitabullah”. 

2. Kepada pelaku-pelaku adat dan pemerintah Kecamatan Batudaa agar peka 

terhadap faktor-faktor penghambat dalam impleentasi nilai-nilai tahapan 

modutu sehingganya masyarakat tidak lagi merasa berat pelaksanaannya 

khususnya pihak calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan sunnah 

Rosulullah Saw yaitu kewajiban untuk menikah, dan juga berdasarkan 

pada hukum Islam dimana yang paling utama yaitu syarat dan rukun nikah 

terpenuhi dan perintah Allah yaitu menganjurkan kemudahan dan 

kesederhanaan dalam pemberian mahar. 

Penyusun mengajak segenap masyarakat Kecamatan Batudaa didalam 

melaksanakan dan melestarikan adat untuk menilai, memahami, dan 
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mengembalikan kembali tujuan dan hakikat perkawinan Islam, yang tidak lain 

semata-mata merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan setidak-tidaknya 

jangan selalu mencapurkan pelaksanaannya dengan hal-hal yang bersifat materi. 

Demikian “Implementasi Nilai-Nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam 

Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam 

(Penelitian Di Kecamatan Batudaa)” yang dapat penyusun kemukakan. 
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